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Abstract. This paper aims to present a different point of view in 
financing health care insurance for the community, by describing 
the innovations made by other countries in ensuring the 
sustainability of Universal Health Coverage (UHC). The research 
was conducted through a qualitative approach and an exploratory 
method, by tracing the necessary information through literature 
reviews from journals, official websites of governments and 
organizations, as well as online media. The results of the study show 
that other countries impose special taxes, such as the sin tax, sugar 
tax and Robin Hood tax to finance the continuity of health care 
insurance. 
 
Abstrak. Tulisan ini bertujuan menyuguhkan sudut pandang yang 
berbeda dalam membiayai jaminan layanan kesehatan bagi 
masyarakat, dengan memaparkan inovasi yang dilakukan negara-
negara lain dalam menjamin keberlangsungan Universal Health 
Coverage (UHC).  Penelitian dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif dan metode eksplorasi, dengan menelusuri informasi 
yang diperlukan baik melalui telaah literatur dari jurnal, situs resmi 
pemerintah maupun organisasi, serta media daring. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa negara-negara lain 
memberlakukan pajak khusus, seperti pajak dosa, pajak manis, dan 





Jaminan layanan kesehatan atau 
Universal Health Coverage (UHC) 
merupakan tujuan ketiga Sustainable 
Development Goals (SDGs), dan wajib 
diberikan kepada semua orang yang 
membutuhkan, tanpa terkecuali (UN, 
2015). Di Indonesia, UHC diejawantahkan 
melalui program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN), dimana pelaksananya 
adalah BPJS Kesehatan. Namun, BPJS 
Kesehatan terus mengalami defisit yang 
disebabkan oleh ketidaksesuaian besaran 
iuran dengan aktuaria. Pada tahun 2014, 
defisit BPJS Kesehatan berjumlah Rp 1,54 
triliun, kemudian di 2015 menjadi Rp 5,85 
triliun, 2016 sebesar Rp 9,7 triliun, dan 2017 
sebanyak Rp 9 triliun (Kusumaputra, 2018).  
Terdapat banyak faktor yang menjadi 
penyebab defisit, beberapa diantaranya 
seperti; (1) dimasukkannya penyakit 
katastropik seperti stroke, gagal ginjal, dan 
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kanker yang tidak diimbangi dengan 
penyesuaian iuran maupun subdisi. 
Padahal pada tahun 2018 saja, BPJS 
Kesehatan membayar klaim 84 juta kasus 
penyakit peserta senilai Rp 79,2 triliun, 
dengan dominasi pembayaran sebagai 
berikut: penyakit jantung Rp 9,3 triliun; 
penyakit stroke Rp 2,2 triliun; penyakit 
kanker Rp 2,9 triliun; penyakit gagal ginjal 
Rp 2,1 triliun; dan penyakit darah seperti 
talasemia Rp 430 miliar (Wahyudi, 2019), 
dan (2) sebatas terdapat 50 persen peserta 
bukan penerima upah yang membayarkan 
iuran secara rutin (Pratama, 2019). Oleh 
karena itu, dibutuhkan alternatif sumber 
daya keuangan yang berkelanjutan untuk 
membiayai jaminan layanan kesehatan 
(UHC).  
Dalam memenuhi tugas melaksanakan 
UHC, yaitu memberikan akses yang adil 
bagi semua orang untuk mendapatkan 
layanan kesehatan tanpa terganjal risiko 
finansial (Ellya, Amarasinghe & 
Nilamudeen, 2016), sejumlah negara 
menerapkan kebijakan pajak tertentu demi 
menopang pembiayaan layanan kesehatan. 
Salah satu jenis pajak yang digunakan 
adalah sin tax, yakni pajak yang dikenakan 
pada komoditas yang dianggap “berdosa” 
dalam menyebabkan masalah kesehatan 
masyarakat, seperti rokok dan alkohol. 
Tujuannya untuk menekan konsumsi 
produk-produk tersebut, sehingga jumlah 
penyakit dan biaya kesehatan juga 
menurun. Banyak negara telah 
menerapkan kebijakan sin tax yang 
dialokasikan untuk membiayai layanan 
kesehatan maupun sektor kesehatan 
lainnya (Javadinasab et al., 2019). Filipina 
misalnya, dengan kebutuhan pembiayaan 
senilai 5 miliar dolar AS setiap tahunnya, 
sin tax diproyeksi dapat berkontribusi 
sebesar 0,3 miliar dolar AS (Mendoza, 
2020). 
Di samping itu, terdapat negara yang 
menerapkan kebijakan pajak lain untuk 
membiayai layanan kesehatan, seperti 
sugar tax (pajak yang dikenakan pada 
produk yang mengandung kadar gula 
tertentu), dan robin hood tax (pajak untuk 
transaksi keuangan). Tulisan ini bertujuan 
memaparkan sumber-sumber pembiayaan 
inovatif berbasis pajak yang dilaksanakan 
oleh beberapa negara, untuk meningkatkan 
layanan kesehatan. Peneliti melakukan 
eksplorasi atas implementasi beberapa 
jenis pajak yang dapat menjadi 
pembiayaan inovatif, demi mencapai UHC 
berkelanjutan.  
Kajian proyeksi Bank Dunia yang 
disusun Marquez dan Dutta (2019) 
menunjukkan bahwa kesenjangan 
pembiayaan UHC di 54 negara 
berpenghasilan rendah serta menengah 
kebawah dapat direspon dengan 
menaikkan pajak atau cukai sebesar 50 
persen dari tembakau serta minuman 
ringan dengan kadar gula tinggi. Ini akan 
menghasilkan potensi tambahan 
pendapatan sebesar 24,7 miliar dolar AS. 
 
II. METODE 
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan metode 
eksplorasi. Secara umum metode 
eksploratif dapat dikelompokan menjadi 
empat, yakni: (1) survei pengalaman; (2) 
analisis data sekunder; (3) studi kasus, dan 
(4) uji coba (pilot study) untuk analisis 
kualitatif (Moleong, 2008). Penggunaan 
metode eksplorasi dilakukan untuk 
memahami karakteristik dari fenomena 
atau masalah yang yang menarik perhatian 
peneliti. Hasil metode eksploratif dapat 
digunakan untuk memberi informasi 
pendukung guna penelitian lebih lanjut. 
Penelitian eksploratif dapat menjadi 
penelitian awal dari obyek yang sifatnya 
sangat luas (Penalaran-UNM, 2018). 
Proses pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan 
menelusuri informasi yang diperlukan baik 
melalui telaah literatur jurnal, situs resmi 
 
 





pemerintah maupun organisasi, serta 
media daring. Proses analisis data 
dilakukan dengan mereduksi informasi 
berdasar tingkat relevan, sebelum 
kemudian dilanjutkan dengan penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 
Pengecekan atas keabsahan data dilakukan 
melalui triangulasi berdasar sumber data 
yang tersedia (Moleong, 2008). 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Sin Tax 
Secara epistemologi sin tax merupakan 
bentuk cukai represif yang dikenakan 
untuk barang maupun jasa yang dianggap 
memiliki potensi bahaya bagi masyarakat. 
Dalam konsep ini, sin atau dosa bukan 
merupakan sesuatu yang masuk dalam 
ruang agama, melainkan lebih untuk 
menggambarkan perilaku konsumsi 
manusia atas barang ataupun jasa yang 
berpotensi memberikan dampak negatif 
apabila digunakan secara berlebih 
sebagaimana tembakau dengan produk 
turunannya, rokok. 
Khusus untuk rokok misalnya, secara 
global berdasarkan studi yang dilakukan 
Harvard Medical School (Madore et al., 
2015) telah menjadi penyebab kematian 
lebih dari enam juta orang setiap tahunnya.  
Rokok menempati urutan kedua sebagai 
penyebab kematian utama setelah tekanan 
darah tinggi (Forouzanfar, et al., 2016). 
Penelitian yang dilakukan Reitsma, et al. 
(2017) bahkan menyebut bahwa satu dari 
empat penduduk dunia pernah menghisap 
rokok.  
Merespon kondisi yang ada, beberapa 
negara mulai mengenakan tarif pajak 
represif guna mengintervensi permintaan 
tembakau, pasca kurang optimalnya 
serangkaian kebijakan seperti (1) 
penayangan iklan layanan masyarakat, (2) 
pemberian label peringatan bahaya, (3) 
pembatasan umur pembelian, serta (4) 
penetapan kawasan bebas rokok (Jha, et al., 
2012). Salah satu negara yang 
mengeluarkan kebijakan sin tax 
berlandaskan tingginya konsumsi rokok 
adalah Filipina, yang menduduki peringkat 
kedua konsumsi rokok terbanyak di Asia 
Tenggara, setelah Indonesia (Tempo, 2013). 
Melalui regulasi Republic Act 10351, 
Filipina berhasil menekan konsumsi rokok, 
yaitu prevalensi perokok berusia 15 tahun 
ke atas yang mencapai 27,9 persen pada 
tahun 2009, berubah menjadi 23,8 persen di 
tahun 2015 (Philippines Departement of 
Health, 2016). Ini sejalan dengan hasil 
penelitian International Agency for 
Research on Cancer (2011) bahwa kenaikan 
harga akan mengurangi permintaan 
konsumsi rokok, dimana kenaikan 10 
persen pada harga rokok akan 
menurunkan permintaan hingga 5,6 – 11 
persen (Cheng dan Estrada, 2020). 
 
Sugar Tax 
Sugar Tax atau “pajak manis” 
merupakan pajak yang dikenakan pada 
produk yang mengandung kadar gula 
tertentu seperti minuman ringan atau soft 
drink. Pengenaan pajak ini berangkat dari 
tren konsumsi gula yang berlebih, 
utamanya di kalangan anak-anak dan 
remaja yang membuat mereka berpotensi 
terkena ragam penyakit seperti obesitas, 
diabetes dan kerusakan gigi.  
Secara khusus terkait diabetes, 
berdasarkan data yang dirilis WHO (2016) 
jumlah penderita penyakit tersebut terus 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Jika pada tahun 1980 sebatas terdapat 108 
juta jiwa, pada tahun 2014 jumlahnya 
meningkat hingga menjadi 422 juta jiwa. 
Kerugian produk domestik bruto akibat 
diabetes ditengarai mencapai 1,7 triliun 
dolar AS. Untuk menangani kondisi yang 
ada, diperlukan langkah preventif yang 
bersifat pencegahan, salah satunya dengan 
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pengenaan atas produk dengan konsumsi 
gula berlebih. 
Penelitian WHO (2016) menyebutkan 
bahwa pengenaan pajak manis efektif 
mengurangi konsumsi gula. Hal ini 
dikarenakan pengenaan pajak manis akan 
menaikkan harga barang sebesar 20 persen, 
serta mengurangi konsumsi sebesar 20 
persen. Ini membuat laju konsumsi gula 
berlebih dapat dikurangi. Di samping 
rokok, pajak manis juga menjadi sumber 
pendapatan favorit banyak negara. 
Pengenaan pajak atas minuman ringan 
atau soft drink sebagai kategori produk 
yang mengandung gula tinggi, pertama 
kali diimplementasikan oleh Hungaria 
pada tahun 2011. Kemudian direplikasi 
oleh Prancis (2012), Meksiko, Chili, 
Barbados, dan Berkeley, California (2015), 
Mauritius dan Belgia (2016), Selanjutnya 
diikuti Portugal, Catalonia, United Arab 
Emirates, Saudi Arabia, Brunei, Thailand, 
dan South Africa di tahun 2017 (Westgarth, 
2019).  
Berdasarkan studi yang dilakukan 
Wang, Coxson, Shen, Goldman dan 
Bibbins-Domingo (2012), penerapan pajak 
manis diproyeksi akan menghasilkan 
penghematan biaya kesehatan senilai lebih 
dari 17 miliar dolar AS setelah 10 tahun 
berlaku, serta menghasilkan pendapatan 
tahunan sebesar 13 miliar dolar AS. Prancis 
mengenakan tarif tambahan sebesar 0,0716 
Euro untuk setiap liter minuman dengan 
kadar gula tinggi. Inggris menerapkan tarif 
sebesar 16 sen per liter minuman yang 
mengandung gula 5-8 gram per liter, dan 
mengenakan 24 sen per liter untuk 
minuman yang mengandung gula lebih 
dari 8 gram per liter. Sama seperti Inggris, 
Irlandia juga menetapkan tarif berjenjang 
berdasarkan gram per liter. Untuk 
minuman dengan kandungan 5-8 gram per 
liter, dikenakan tarif 20 sen per liter, dan 
untuk lebih dari 8 gram per liter, dikenakan 
30 sen per liter (Capacci, Allais, Bonnet dan 
Mazzocchi, 2019). 
Robin Hood Tax 
Robin Hood tax yang juga dikenal 
sebagai Tobin tax atau Financial 
Transactions Tax (FTT), merupakan sebuah 
gagasan dari ekonom James Tobin pada 
tahun 1970-an, yang mulanya diusulkan 
sebagai pajak atas semua pembayaran 
valuta asing.  Hal ini dimotivasi oleh 
kebutuhan untuk mengekang pergerakan 
dana yang besar dan tidak stabil antara 
mata uang yang berbeda, ketika sistem nilai 
tukar tetap Bretton Woods digantikan oleh 
rezim nilai tukar fleksibel yang mudah 
berubah. Sejak itu, konsep pajak Tobin 
telah diperluas untuk mencakup transaksi 
keuangan seperti saham, obligasi dan 
derivatif (Selim, 2015).  
Agar bekerja secara efektif, Tobin 
mengatakan model tersebut harus menjadi 
pajak seragam yang disepakati secara 
internasional, untuk mencegah negara-
negara memindahkan pasar mereka ke 
tempat lainnya. Tobin menyarankan 
besaran 0,5% untuk pajak ini, tetapi 
ekonom lain bahkan menerapkan mulai 
dari 0,1% hingga 1%. Implementasi Robin 
Hood tax telah berhasil mencegah negara-
negara seperti Rusia dan Meksiko 
menaikkan suku bunga mereka ke tingkat 
yang sangat tinggi di tahun 1990-an (Selim, 
2015). Adapun pelaksanaan Robin Hood 
tax untuk menopang UHC (membiayai 
reformasi perawatan kesehatan maupun 
pembiayaan perawatan kesehatan itu 
sendiri) dilakukan oleh Kenya 
(intellecap.com, 2019). 
Ketiga konsep pajak di atas sejalan 
dengan teori ”rasa bersalah” yang kerap 
digunakan dalam komunikasi pemasaran. 
Menurut Burnett dan Lunsford (1994), 
situasi yang memunculkan rasa bersalah 
tersebut, antara lain akibat: (1) kesalahan 
finansial; (2) kesalahan kesehatan; (3) 
kesalahan moral; dan (4) rasa bersalah 
tanggung jawab sosial. Lebih lanjut 
dipaparkan juga bahwa rasa bersalah 
memberikan penjelasan untuk perilaku 
 
 





patuh dan altruistik (Burnett dan Lunsford, 
1994), serta dapat meningkatkan niat untuk 
menyumbang (De Luca, Ferreira, Botelho, 
2015). Oleh sebab itu, rasa bersalah bukan 
hanya bisa digunakan sebagai alat persuasi 
untuk komunikasi pemasaran produk, 
tetapi juga untuk perspektif komunikasi 




Menyediakan sumber daya keuangan 
yang berkelanjutan dalam jaminan layanan 
kesehatan (UHC) merupakan satu 
tantangan di tengah meningkatnya 
tuntutan akan hadirnya peran negara 
dalam memberikan akses yang setara bagi 
seluruh penduduk. Berbagai langkah 
inovatif banyak dilakukan negara baik di 
belahan utara maupun selatan untuk 
menyediakan alternatif pembiayaan yang 
berkelanjutan sekaligus mengurangi 
konsumsi yang berpotensi membawa 
dampak negatif. Beberapa diantaranya 
dilakukan melalui pengenaan pajak 
tambahan untuk komoditas tembakau dan 
minuman ringan yang mengandung kadar 
gula tinggi. Ini dilakukan sebagai langkah 
untuk pencegahan dan mengubah perilaku 
hidup yang tidak sehat serta memobilisasi 
pendapatan tambahan bagi pemerintah 
guna mendanai program yang lebih 
bermanfaat.  
Merujuk studi  Javadinasab, Masoudi, 
Vosoogh-Moghaddam, dan Najafi (2019), 
di dunia terdapat 80 negara yang 
menerapkan pajak dosa untuk membiayai 
layanan kesehatan, bahkan di beberapa 
negara menjadi penopang utama layanan 
kesehatan. Tiap negara tentu memiliki 
fokus yang berbeda, tergantung dari 
konsumsi dan masalah masyarakatnya. 
Sebagai contoh, Jepang menerapkan pajak 
tembakau dan alkohol, sedangkan 
Hungaria terdepan dalam implementasi 
pajak manis. 
Dalam konteks Indonesia, tembakau 
dengan produk turunannya, seperti rokok, 
dapat menjadi alternatif pendanaan 
layanan kesehatan. Rokok menempati 
urutan terbesar ketiga setelah makanan-
minuman jadi dan belanja padi-padian 
(beras dan serealia) sebagai produk 
konsumsi utama (Badan Pusat Statistik, 
2018). Data yang dilansir dari laman 
Kementerian Kesehatan (2018) menyebut 
terdapat 6,1 juta orang yang 
menggantungkan hidupnya pada industri 
ini, termasuk diantaranya 1,8 juta petani 
tembakau dan cengkeh. Sementara realisasi 
penerimaan cukai mencapai Rp 165 triliun, 
dimana tembakau menyumbang Rp 158,8 
triliun, diikuti cukai etilalkohol sebesar Rp 
5,9 triliun dan cukai lainnya sebesar Rp 500 
miliar (Kementerian Keuangan, 2018).  
Senada dengan tembakau, minuman 
ringan yang mengandung kadar gula tinggi 
juga tengah menjadi sorotan guna dikenai 
pajak. Di Indonesia sendiri pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan 
sebenarnya telah mengusulkan pengenaan 
cukai atas minuman ringan yang memiliki 
kadar gula tinggi pada tahun 2020. 
Langkah ini diambil berdasar riset 
kesehatan dasar yang menyebut angka 
prevalensi anak berusia 13-15 tahun 
dengan berat badan lebih mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Jika 
pada tahun 2013 besarannya sebatas 6,9 
persen, pada tahun 2018 jumlah tersebut 
meningkat menjadi 8,5 persen. Hal yang 
sama juga terjadi pada kelompok usia 16-18 
tahun dimana angka prevalensi meningkat 
dari 5,7 persen menjadi 9,5 persen (Watson 
M.Sc., Dr. Minarto, MPS., Sukotjo, Rah, 
PhD., dan Maruti, 2019). 
Berkaitan dengan kondisi Indonesia 
saat ini, penerapan tarif pajak maupun 
cukai pada rokok dan minuman ringan 
dengan kadar gula tinggi, dapat menjadi 
langkah yang progresif untuk menambah 
pendapatan, mengurangi laju konsumsi, 
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hingga akhirnya mengubah perilaku 
masyrakat. Khusus rokok misalnya, 
kenaikan cukai pada tahun 2012 berhasil 
mengurangi besaran konsumsi dari 320 
miliar batang pada tahun sebelumnya, 
menjadi 302,5 miliar batang (Pransuamitra, 
2019), meski di tahun-tahun berikutnya 
kenaikan cukai tersebut tidak 
mempengaruhi penjualan akibat kenaikan 
tarif yang kurang signifikan (Sukarno, 
2021). Penelitian yang dilakukan Ashan 
(2017) memberi rekomendasi kepada 
pemerintah untuk menaikkan alokasi ini 
sampai sebesar 20% untuk menambal 
defisit BPJS Kesehatan. Sejatinya alokasi 
cukai rokok dapat digunakan 100 persen 
untuk jaminan layanan kesehatan, berupa 
pembangunan sarana kesehatan, 
kampanye kesehatan, dan peningkatan 
kapasitas tenaga kesehatan sebagaimana 
dilakukan negara lain. Hal yang sama juga 
berlaku untuk minuman ringan yang 
mengandung kadar gula tinggi. 
Adapun model Robin Hood tax dapat 
diterapkan pada hal lain di luar transaksi 
keuangan, misalnya transaksi yang bernilai 
besar dalam e-commerce. Kendati 
implementasi pajak dosa dan pajak Robin 
Hood dalam jangka pendek dapat memicu 
perubahan pendapatan industri, tetapi 
merupakan suatu investasi jangka panjang, 
karena masyarakat yang sehat bisa 
meningkatkan produktivitas. Kebijakan 
serupa ini membutuhkan komunikasi 




Berdasarkan hasil sajian di atas, 
potensi pembiayaan inovatif untuk 
jaminan layanan kesehatan Indonesia 
dapat diupayakan dari komoditas yang 
berpotensi berbahaya bagi kesehatan 
manusia, seperti tembakau dan minuman 
ringan dengan kadar gula tinggi. Beberapa 
model pembiayaan inovatif tersebut dapat 
berasal dari konsep pajak seperti sin tax, 
sugar tax dan Robin Hood tax yang telah 
diimplementasikan di banyak negara 
seperti Filipina, Inggris dan Hungaria.  
Namun untuk mencapai kondisi ideal 
sebagaimana di atas, dibutuhkan suatu 
komitmen politik yang kuat. Komunikasi 
publik yang lugas serta mampu menyentuh 
kesadaran masyarakat dapat menjadi salah 
satu kunci agar jaminan layanan kesehatan, 
berupa pembangunan sarana kesehatan, 
kampanye kesehatan dan peningkatan 
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